
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  

NOMOR 40 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  LABUHANBATU  SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 972); 

24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 18). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah 
bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD; 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah 
kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. 

7. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

9. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
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10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah  pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp.977.199.032.621,- yang bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; 

 

Pasal 4 

Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp.76.224.239.905,- yang terdiri atas : 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
direncanakan sebesar Rp.38.742.054.032,-. yang terdiri atas : 

a. Pajak Hotel sebesar Rp.400.000.000,-. 

b. Pajak Restoran sebesar Rp.1.000.000.000,-. 

c. Pajak Hiburan sebesar Rp.17.850.000,-. 

d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,-. 

e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.15.375.000.000,-. 

f. Pajak Parkir sebesar Rp.52.500.000,-. 

g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.2.500.000.000,-. 

h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.750.000.000,-. 

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.150.000.000,-. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 
Rp.5.366.511.406,-. 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 
Rp.12.130.192.626,-. 

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
direncanakan sebesar Rp.4.002.092.200,-. yang terdiri atas : 

a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.880.492.200,-. 

b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.721.600.000,-. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.400.000.000,00,-. 

(3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.030.523.750,-. Yang 
terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 
Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.3.030.523.750,- 
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(4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.30.449.569.923,-. yang terdiri  

atas : 

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.162.736.237,-. 

b. Jasa Giro sebesar Rp.3.500.000.000,-. 

c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 
Rp.2.566.479.462,-. 

d. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.447.678.224,00,-. 

e. Pendapatan BLUD sebesar Rp.15.000.000.000,00,-. 

f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp.7.772.676.000,00,-. 

 

Pasal  6 

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 
sebesar Rp.856.974.792.716,- yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

 

Pasal  7 

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  

huruf a direncanakan sebesar Rp.808.658.109.000,- yang terdiri atas : 

a. Dana Perimbangan Rp.750.600.544.000,- dan 

b. Dana Desa Rp.58.057.565.000,-. 

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b 
direncanakan sebesar Rp.48.316.683.716,- yang terdiri atas : 

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar  
Rp.14.900.412.071,-. 

b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar  

Rp.1.595.718.585,-. 

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 

Rp.9.742.380.989,-. 

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.347.083.130,-. 

e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.21.731.088.941,-. 

 

Pasal  8 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp.974.959.132.621,- yang terdiri atas : 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

 

Pasal 9 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan 
sebesar Rp.695.310.603.786,- yang terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan  

f. Bantuan sosial. 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.377.775.085.856,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.225.738.347.065,-. 

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.79.319.365.726,-. 

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 
Rp.47.054.130.108,-. 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.15.544.027.818,-. 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.180.357.654,-. 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar 

Rp.601.699.985,-. 

g. Belanja Pegawai BOS Rp.9.337.157.500,- 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.287.704.531.930,-. yang terdiri atas : 

a. Belanja Barang sebesar Rp.68.682.507.899,- 

b. Belanja Jasa sebesar Rp.125.570.288.943,- 

c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.21.194.599.044,- 

d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp.35.359.486.689,- 

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.374.050.000,-. 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.20.523.599.355,- 

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.15.000.000.000,-. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.0,00,-. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.0,00,-. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp.29.025.986.000,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.500.000.000,-. 

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.17.795.416.000,-. 

c. Belanja Hibah Dana BOS Rp.8.213.550.000,-. 

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 
Rp.1.517.020.000,-. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp.805.000.000,00,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada 

Individu. 

 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
direncanakan sebesar Rp.154.593.579.779,- yang terdiri atas : 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal bangunan dan gedung; 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;  

e. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.0,-. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.35.700.632.326,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.1.952.494.200,- 

b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.572.809.265,- 
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c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.4.890.300,- 

d. Belanja Modal Alat Pertanian  sebesar Rp264.335.613,- 

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.3.916.596.210,- 

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca sebesar   
Rp.1.410.309.724,- 

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.18.224.186.239,- 

h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.879.471.530,- 

i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.185.521.887,- 

j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp.1.060.000.000,- 

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.97.411.490,- 

l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.947.568,-. 

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.131.658.300,- 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.31.780.842.000,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.30.738.842.000,-. 

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.1.042.000.000,-. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp.80.509.530.896,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.64.817.283.896,-. 

b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.7.137.368.000,-. 

c. Belanja Modal Instalasi Rp.800.000.000,-. 

d. Belanja Modal Jaringan Rp.7.754.879.000,-. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp.6.602.574.557,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.34.261.564,-. 

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar 
Rp.49.931.520,-. 

c. Belanja Modal Hewan sebesar Rp.67.766.400,-. 

d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp.314.650.228,-. 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.6.135.964.845,- 

 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 
direncanakan sebesar Rp.5.963.308.133,- yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

 

Pasal 12 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d 
direncanakan sebesar Rp.119.091.640.923,- yang terdiri atas : 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.4.274.414.623,-, yang terdiri atas : 

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 
Desa sebesar Rp.3.874.205.403,-. 

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 
sebesar Rp.400.209.220,-. 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.114.817.226.300,- yang terdiri atas Belanja Bantuan 
Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. 
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Pasal 13 

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 

Rp.44.000.000.000,- yang terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a 
direncanakan sebesar Rp.44.000.000.000,- yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.44.000.000.000,- 

 

Pasal 15 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b 
direncanakan sebesar Rp.2.239.900.000,00,- yang terdiri atas Penyertaan Modal 

Daerah; 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 
sebesar Rp.2.239.900.000,00,- Yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

 

Pasal 16 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.41.760.100.000,-. 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.41.760.100.000,-. 

 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 

bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 






























